
 

 

 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR   :  43     TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo,, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  

Keuangan  Negara; 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharan  Negara; 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

8. Peraturan  Presiden Nomor  81  Tahun 2010  tentang  

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun  2012  

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6               

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo; 

13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo. 

 

Memperhatikan : Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan 

Negara. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PROBOLINGGO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 

4. Inspektorat, adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo. 

5. Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo. 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP, adalah 

sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap 

proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan anggaran. 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan Pelaksanaan Penilaian Risiko untuk memberikan acuan dan panduan 

untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Sistematika penyusunan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : 

a. BAB I  PENDAHULUAN 

b. BAB II  PRA KONDISI PENILAIAN RISIKO 

c. BAB III  PENETEPAN KRITERIAN PENILIAN RISIKO 

d. BAB IV  LANGKAH PENILAIAN RISIKO 

LAMPIRAN 

(2) Penjabaran Pelaksanaan Penilian Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. 
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Disalin sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

Ditetapkan di              Probolinggo 

   Pada tanggal  19 Mei 2017 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal  20 Mei  2017 

       SEKRETARIS  DAERAH 

                       ttd 

      H.M. N A W I, SH. M.Hum 

       Pembina Utama Madya  

   NIP. 19590527 198503 1 019 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 43 SERI G1 
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